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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan atas selesainya penyusunan 

“Naskah Akademik tentang Pedoman Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika, yang diprakarsai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Merangin. 

Naskah Akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam Pengaturan 

mengenai Pedoman Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ditinjau 

dari dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi 

empirik dan kebutuhan Kabupaten Merangin di masa mendatang. 

Harapan dari penyusunan Naskah Akademik ini yakni agar dapat 

menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Pedoman Penyelenggaraan 

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan  dan  Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selanjutnya  diharapkan  masukan dan saran 

demi kesempurnaan Naskah Akademik tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika ini. 

Tim Penyusun, 
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LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN 
PENYELENGGARAAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN 
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP 
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 
Dalam perkembangannya Masyarakat dunia dan tidak terkecuali 

masyarakat di Indonesia pada dewasa ini sedang dihadapkan pada keadaan 

yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya penyalahgunaan 

bermacam-macam jenis Narkotika dan Psikotropika. Di Indonesia masalah 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menunjukkan 

kecenderungan terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan 

membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sebab 

penyebarannya bukan hanya sebagai tempat transit  dalam  perdagangan dan 

peredaran gelap narkoba, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan 

telah menjadi tempat untuk memproduksi narkoba secara gelap. 

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya pemakaian dan 

peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yang telah merebak di segala 

lapisan masyarakat. Dan sebagian aparatur Pemerintah  juga  tidak  steril dari 

penyalahgunaan narkoba, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup 

hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja, melainkan 

perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif 

dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba. 

 

Jika hal ini tidak dilaksanakan dengan segera, maka akan sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan  negara,  karena  generasi muda 

adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Upaya 

pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan  peredaran 

gelap narkoba di Indonesia memerlukan upaya penanganan yang 

komprehensip dan multidimensional agar tercapai  hasil  yang  maksimal, dan 

upaya pemberantasannya pun harus dilaksanakan secara bertahap, konsisten, 

dan terus-menerus berkesinambungan.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Naskah Akademis Tentang Narkotika & Psikotropika, Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I, 

2005, diakses Minggu 3 Januari 2016, jam 12 55 wib 



Untuk melakukan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sudah diatur dalam ketentuan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maupun dalam 

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Namun kemudian 

dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk 

menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut, maka peraturan 

tersebut disempurnakan dan diganti dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika. Meskipun payung hukum sudah tersedia dalam 

pelaksanaannya tidak cukup dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional sebagaimana ditetapkan dengan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan 

Narkotika Nasional. Namun perlu juga melibatkan instansi lainnya serta peran 

serta masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak ini kemudian pada tahun 2019 

dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekusor Narkotika dengan pertimbangan bahwa untuk 

mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah 

dan masyarakat. 

 

Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini 

disebutkan bahwa Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi: 

a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

b. sosialisasi; 

c. pelaksanaan deteksi dini; 

d. pemberdayaan masyarakat; 

e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika; 

f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis; 

g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan 

kegiatan vokasional; dan 

 

 

h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 



Peraturan daerah dimaksud paling sedikit memuat: 

a. pencegahan; 

b. antisipasi dini; 

c. penanganan; 

d. partisipasi masyarakat; 

 

e. rehabilitasi; pendanaan; dan 

f. sanksi. 

 
Membludaknya jumlah Pecandu Narkotika di Indonesia  tak  lepas dari 

peranan para Pengedar Narkotika. Apabila menilik lebih dalam tentang 

kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan ini, sebenarnya dapat 

dikatakan bahwasanya akar dari tingginya angka pecandu narkotika di 

Indonesia berasal dari para pengedar narkotika. Secara langsung dengan 

perasaan tidak bersalah, mereka (Pengedar) telah menjerumuskan setiap 

korbannya hingga menjadi pengkonsumsi narkotika kedalam jurang 

kematian. 

Kepala BNNP Provinsi Jambi Brigjen Pol Drs. Heru Pranoto, M.S.i 

menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional 

Republik Indonesia pada tahun 2017 jumlah penyalahgunaan Narkoba di 

Indonesia berjumlah 3.376.115 orang yang terdiri dari 59% dari lingkungan 

pekerjaan, 24% dari Lingkungan pendidikan, dan 17% dari populasi umum. 

Di Provinsi Jambi sendiri jumlah penyalahgunaan Narkoba berjumlah 

53.177 orang, dengan rincian 31.374 orang dari lingkungan pekerjaan, 12.763 

orang dari lingkungan pendidikan, dan populasi umum berjumlah 9.040 orang.2 

Sementara itu menurut Abdul Razak selaku Kepala Bidang P2M Badan Narkotika 

Nasional Provinsi (BNNP) Jambi, menyebutkan bahwa Provinsi Jambi 

menduduki peringkat tertinggi keempat se-Indonesia dalam peredaran 

narkotika.3 

 

2 Media Onine Rakyat Jambi, Disampaikan pada acara Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Rencana Aksi Sosial P4GN, diakses tanggal 10 Oktober 2018 
3 Harian Tribun Jambi, Jambi Darurat Narkoba, Dari Peringkat 20 Jadi Peringkat 4, 8 Juli 2018 

 

Fenomena penyalahgunaan narkotika kini sudah dipandang sebagai 

persoalan kritis yang ceritanya tak pernah berkesudahan. Tak hanya di Jambi, 

demikian pula dengan daerah lainnya tindak pidana narkotika juga  sudah di 



cap sebagai persoalan yang sulit untuk diberantas. Sebenarnya, 

permasalahan yang menyangkut narkotika pun sudah dianggap sebagai salah 

satu kejahatan global yang sangat berbahaya apabila terus dibiarkan 

kelangsungannya. Oleh karena itu perlu keterlibatan Pemerintah 

Kabupaten Merangin untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan 

terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan 

Bahan Adiktif lainnya. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Kabupaten Merangin 

melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin 

mengusulkan Rancangan Perda tentang Pedoman Penyelenggaraan Fasilitasi 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. Oleh  karena  keluarannya  dalam  bentuk  

Peraturan  Daerah, maka proses pembentukannya harus sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan. 

Ketentuan mengenai pembentukan peraturan daerah harus mengikuti 

ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 

56 ayat (3) dikatakan bahwa “Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan 

penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”.4 

 

 

 

 

 

 

 

4 Pasal 56 ayat (3) UU No 12 Tahun 2011 

 

Naskah Akademik dalam hal ini maksudnya adalah naskah hasil 

penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu 

masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai 

pengaturan masalah tersebut. Naskah Akademik itu selanjutnya dituangkan 



dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi dan Rancangan Peraturan Kabupaten/Kota  sebagai solusi terhadap 

permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaan naskah 

Akademik dalam penyusunan suatu peraturan sangatlah penting mengingat 

kondisi yang sering terjadi saat ini yaitu sering tumpang-tindihnya dan 

inkonsistensi antara peraturan perundang- undangan yang satu dengan yang 

lainnya. 

Selain itu juga menghindari perumusan peraturan perundang- 

undangan yang kurang jelas, terlalu mengawang-awang/tidak  membumi dan 

tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan sehingga 

mengakibatkan sulitnya implementasi dan menimbulkan banyak interprstasi. 

Dengan perkembangan masyarakat yang semakin demokratis dan kritis, 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan 

ilmiah yang cukup kuat sebagai  dasar mengapa suatu permasalahan harus 

diselesaikan dengan bantuan pembentukan peraturan, baik 

penyempurnaan/revisi atau penggantian. 

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh didasarkan 

dengan asumsi-asumsi semata, akan tetapi harus didukung dengan data dan 

informasi yang  lengkap  dan  akurat. Ketersediaan  data  dan informasi tersebut 

akan sangat membantu pengambil kebijakan dan para perancang peraturan 

perundang-undangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang 

baik dan berkualitas sesuai kebutuhan. 

Data dan informasi dari hasil penelitian atau pengkajian tersebut yang 

akan digunakan sebagai bahan untuk kepentingan pembentukan peraturan 

perundang-undangan dan dituangkan dalam sebuah Naskah Akademik 

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian sebagaimana telah 

dijelaskan, Tim Penyusun Peraturan Daerah ingin membuat Naskah Akademik 

suatu peraturan perundang-undangan dengan judul “Naskah Akademik  

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika”. 

 
 

B. Identifikasi Masalah 
 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka 

permasalahan yang dapat ditarik dalam penyusunan Naskah Akademik tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 



Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

adalah sebagai berikut: 

1) Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Merangin 

dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan bagaimana solusi  atau  cara 

mengatasinya. 

2) Apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor                      Narkotika diperlukan sebagai dasar hukum 

pemecahan masalah dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di 

Kabupaten Merangin. 

3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan 

yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor   Narkotika. 

4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan 

dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

 
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan 

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan 

diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik tentang Pedoman Penyelenggaraan

 Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah 

sebagai berikut: 

1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam upaya Pedoman 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Merangin serta cara- cara 

mengatasinya. 

2) Merumuskan   permasalahan   hukum   yang    dihadapi    sebagai alasan 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagai dasar 

hukum dalam penyelesaian atau solusi dalam upaya Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika di Kabupaten Merangin. 

 



3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis  

pembentukan  rancangan  Peraturan  Daerah  tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor  Narkotika. 

4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 

jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah 

sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

 
 

D. Metode 
 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah 

Akademik tentang Pedoman Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode 

yuridis normatif dilakukan dengan dengan melakukan studi pustaka yang 

menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen 

hukum lain, hasil penelitian, hasil pengkajian dan  referensi lainnya.  

 

 

 

 

Studi Pustakan (literatur) dan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan 

data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

pengaturan mengenai Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data  dan bahan berupa hasil kajian yang 

sudah  dilakukan  sebelumnya  sebagai bahan perbandingan dan pengayaan 

analisis. Adapun tahapan kegiatan dalam penyusunan naskah akademik dan 

perumusan rancangan peraturan daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 



Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah sebagai berikut: 

a. persiapan; 

b. indentifikasi dan inventarisasi bahan hukum; 

c. analisis kerangka aturan, konsep dan teoritik Pedoman Penyelenggaraan 

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

d. sinkronisasi dan harmonisasi bahan hukum; 

e. penyusunan naskah akademik; 

f. perumusan rancangan awal raperda; dan 

g. penyusunan laporan akhir. 
 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS 

 

A. Kajian Teoritis tentang Narkotika dan Psikotropika 

1. Pengertian 
Definisi  Narkotika  ”Kata   Narkotika   berasal    dari   bahasa Yunani “ 

narke” yang berarti  terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Namun ada  

juga  yang  mengatakan  bahwa Narkotika  berasal dari    kata     “Narcissus”,     

sejenis     tumbuh-tumbuhan     yang mempunyai bunga yang dapat membuat 

orang menjadi tak sadar. Pengertian Narkotika secara farmakologis medis, 

menurut Ensiklopedia Indonesia  IV,  adalah obat yang dapat 

menghilangkan  ( terutama) rasa nyeri yang berasal  dari daerah 

visceral  dan yang dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih 

sadar tetapi harus digertak)  serta  adiksi. Pengertian yang  paling  umum  

dari  Narkotika  adalah  zat-zat (obat) baik dari alam maupun sintetis atau 

semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran  atau pembiusan.  Efek  

Narkotika  di samping membius atau menurunkan kesadaran, adalah  

mengakibatan daya khayal/halusinasi,  serta  menimbulkan  daya  rangsang, 

dan ketergantungan. 

 

 

 



Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang tumbuh 

di alam dan yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, zat ini 

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengubah 

perilaku dan emosi seseorang, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, zat ini sangat berbahaya karena bisa 

menimbulkan ketergantungan atau ketagihan (kecanduan). Pengertian ini 

tidak berbeda dengan rumusan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika Yang dimaksud dengan “Narkotika adalah 

zat atau obat yang  berasal  dari  tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis 

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”. 

Adapun yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat/obat yang dapat 

menurunkan aktivitas otak atau  merangsang  susunan  syaraf  pusat dan 

menimbulkan kelainan perilaku, kelainan perilaku seseorang yang 

mengonsumsi zat psikotropika ini biasanya disertai dengan munculnya 

halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan  alam 

perasaan yang menyebabkan ketergantungan, zat ini pun memiliki efek 

stimulan atau perangsang bagi para pemakainya. 

 

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

definisi Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

Sementara itu pengertian Zat psikoaktif adalah suatu bahan atau zat yang 

bekerja secara selektif terutama pada otak sehingga dapat  menimbulkan 

perubahan perilaku, emosi, persepsi dan kesadaran sistem saraf otak 

2. Perbedaan Narkotika dan Psikotropika 

a. Narkotika mempengaruhi kesadaran, sedangkan psikotropika tidak 

mempengaruhi kesadaran, Psikotropika bersifat psikoaktif. 

b. Narkotika (dalam dosis besar biasanya digunakan untuk analgetika 

kuat) karena ini kerja langsung ke reseptor opiat, sementara 

Psikotropika biasanya dipakai untuk mengatasi penyakit yang 

berhubungan dengan mental. 
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c. Narkotika golongan 1 dan psikotopika golongan  1  sama-sama hanya 

boleh digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

d. Untuk pelaporannya, narkotika wajib dilakukan 1 x sebulan dan 

psikotropika boleh 1x 3 bulan 

e. Pemesanannya, narkotika 1 item/1lembar SP dan psikotropika boleh 

beberapa item/1lembar SP 

f. Narkotika hanya dipesan melalui perusahaan yang telah telah ditunjuk 

g. Psikotropika hanya dipesan melalui PBF yang memiliki izin 

psikotropika 

Namun kedua obat ini dapat menyebabkan ketergantungan dan jangan 

sembarangan dalam pemakaiannya. 

 
B. Asas dan Prinsip Yang Digunakan Dalam Perumusan Norma Pengaturan 

mengenai Pedoman Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika. 

Konsep  perundang-undangan  pernah  dikemukakan   oleh A.Hamid S. 

Attamimi, salah seorang guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia 

yang mengikuti pendapat I.C. van der Vlies tentang wet yang formal (het formele 

wetsbegrip) dan wet yang materiil (het materiele wetsbegrip).5 Pendapat ini 

didasarkan pada apa tugas pokok dari pembentuk wet (de wetgever). 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka yang disebut dengan wet formal 

adalah wet yang dibentuk berdasarkan ketentuan atribusi dari konstitusi, 

sementara wet yang materiil adalah suatu peraturan yang mengandung isi 

atau materi tertentu yang pembentukannya tunduk pada prosedur yang 

tertentu pula. 

Perundang-undangan dalam Kamus Black’s Law Dictionary, dibedakan 

antara legislation dan regulation. Legislation lebih diberi makna sebagai 

pembentukan hukum melalui lembaga legislasi (the making of laws via 

Legislation). Regulation diberi pengertian aturan atau ketertiban yang 

dipaksakan melalui ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah melalui 

wewenang eksekutif (rule or order having force of law issued by executive 

authority of government). 

 

5 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Peundang-Undangan, Yogyakarta, 1998, hal. 14. 

6 Op-cit, hal. 18. 
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Maria Farida Indrati Soeprapto salah seorang Hakim Konstitusi 

menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving atau 

gezetzgebung) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda 6, yaitu: 

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses 

membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat                            maupun di 

tingkat daerah; dan 

2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan 

hasil pembentukan peraturan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di 

tingkat daerah. 

Sementara pengertian Peraturan Perundang-Undangan dalam hukum 

positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 angka 2  Undang- undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang 

menyatakan bahwa “Peraturan Perundang- undangan adalah peraturan tertulis 

yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 

ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur 

yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Setelah berlakunya 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang- Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan 

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang terdiri atas: 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 
 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

 
Keberadaan Peraturan Daerah merupakan conditio sine quanon atau 

syarat absolut atau syarat mutlak dalam rangka melaksanakan kewenangan 

otonomi tersebut. Selanjutnya Peraturan Daerah harus dijadikan pedoman 

bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan- urusan di daerah. 

Disamping itu Peraturan Daerah juga harus memberikan perlindungan hukum 

bagi rakyat di daerah. 

 

 

 



Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk sebuah Peraturan 

Daerah berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemerintahan daerah 

berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Peraturan Daerah merupakan 

bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal  7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah 

adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. 

Selanjutnya Bagir Manan berpendapat bahwa, Peraturan Perundang-

Undangan tingkat daerah diartikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan 

yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur Pemerintahan 

Daerah yang berwenang membuat Peraturan Perundang-Undangan tingkat 

daerah.7 Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan 

Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat 

untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang ada diatasnya 

dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Bagir Manan. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 34 

 

 

 



Selanjutnya Adolf Merkl mengemukakan bahwa norma hukum 

selalu mempunyai dua wajah (das dopplete rechtsantlitz). Keatas ia 

bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga 

menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya. Teori 

Adolf Merkl ini mengilhami Hans Kelsen dalam menyusun stufentheori. 

Beliau berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang- jenjang dan 

berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Di  mana suatu norma yang 

lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, 

demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri 

lebih lanjut dan bersifat hipotetis fiktif, yaitu norma dasar (grudnorm). 

Norma dasar itu dikatakan pre-supposed, karena ditetapkan terlebih dahulu 

oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi 

norma-norma yang berada di bawahnya. Teori Hans Kelsen tersebut 

kemudian dikembangkan oleh salah seorang muridnya  yang  bernama Hans 

Nawiasky. Menurutnya norma hukum itu selain selalu berlapis-lapis dan 

berjenjang-jenjang, juga selalu berkelompok-kelompok. 

Hans Nawiasky mengelompokkan norma hukum dalam suatu 

Negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas : 

Kelompok I : Staats fundamental norm (Norma Fundamental Negara) 

Kelompok II : Staats grund gezetz (Aturan Dasar/Pokok Negara) 

Kelompok III : Formell gezetz (Undang-Undang Formal) 

Kelompok IV : Verordnung dan Autonome Satzung (Aturan Pelaksana 

dan Aturan Otonom) 

Jika teori Hans Nawiasky ini kemudian diformulasikan dalam norma 

hukum yang ada di Indonesia, maka dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: 

Kelompok I : Staats fundamental norm (Norma Fundamental Negara) 

Yang terdiri dari Pancasila dan Pembukaan (Preambule) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945; 

Kelompok II     :  Staats grund gezetz (Aturan Dasar/Pokok Negara) 

Yaitu Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 

tahun 1945; 

Kelompok III : Formell gezetz (Undang-Undang Formal) Yaitu Undang- 

Undang; 

 

 



Kelompok IV :  Verordnung Satzung dan Autonome Satzung (Aturan 

Pelaksana dan Aturan Otonom) yaitu peraturan pelaksana 

Undang-Undang formal dan peraturan otonom yang 

terdiri dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. 

Peraturan Daerah sendiri merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (6) 

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. yang 

menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak  menetapkan  Peraturan  Daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. 

Dalam menyelenggarakan otonomi Daerah, mempunyai kewajiban  

sebagaimana  dimaksud  dalam   Ketentuan   Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni: 

a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan 

nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 

c. mengembangkan kehidupan demokrasi; 

d. mewujudkan keadilan dan pemerataan; 

e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; 

f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; 

g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; 

h. mengembangkan sistem jaminan sosial; 

i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; 

j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah; 

k. melestarikan lingkungan hidup; 

l. mengelola administrasi kependudukan; 

m. melestarikan nilai sosial budaya; 

n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan kewenangannya; dan 

o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Peraturan Daerah selanjutnya dilarang bertentangan dengan 

kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih  tinggi serta 

Peraturan Daerah daerah lain. Hans Kelsen memberikan definisi peraturan 

perundang-undangan di tingkat daerah sebagai berikut, “Peraturan 

perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur 

pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-

undangan di daerah”.8 

 

8 Hans Kelsen, 1973, General Theory of Law and State. Russell & Russell, New York, 2007, General Theory of Law 

and State, Alih Bahasa oleh Somardi. TeoriUmum Hukum dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum 

Deskriptif- Empirik). Bee Media Indonesia, Jakarta. 

 



Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa, “Peraturan daerah selanjutnya 

disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah 

kabupaten/kota”. 

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan 

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara 

formal dan secara materiil, Yaitu:9 

a. Asas-asas formal 

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang- 

undangan (het beginsel van de duidelijk doelstelling); 

2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak 

membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan 

perundang-undangan (het beginsel van het jiuste organ); 

3. Asas keperluan yang mendesak (het nood zakelijk heids beginsel); 

4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas  peraturan yang 

di bentuk (het beginsel van de voorbaarheid); 

5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan 

rakyat (het beginsel van de consensus). 

b. Asas-asas materiil 

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (het beginsel van 

duidelijk terminology en duidelijk sistematiek); 
 

2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap  orang 

(het beginsel van de kenbaarheid); 

3. Asas kepastian hukum (het rechtszakerheids beginsel); 

4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (het rechtsgelijkheids 

beginsel); 

5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (het  beginsel van 

de individuale rechts bedeling). 

 

 

 

 

9 Lendy Siar. op. cit, hlm. 52. 

 



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah mengatur asas-asas pembentukan peraturan  daerah  dan  asas- asas 

materi muatan peraturan daerah. Pengaturan yang sama dilakukan juga 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan daerah 

dimaksud, yakni: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk 

yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, 

kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan                          keterbukaan. 

1. Asas Kejelasan Tujuan 

Dengan “asas kejelasan tujuan”, maka setiap pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak 

dicapai. 

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat 

Berdasarkan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat”, 

maka setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh 

lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang- 

undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut 

dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga 

negara atau pejabat yang tidak berwenang. 

3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan 

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan 

materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan 

yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-

undangan. 

4. Asas Dapat Dilaksanakan (Applicable) 

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut 

di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (Efisiensi dan Efektivitas) 

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” 

adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena 

memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 



6. Asas Kejelasan Rumusan 

Dengan “asas kejelasan rumusan”, maka setiap peraturan perundang- 

undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan 

perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta 

bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interprensi dalam pelaksanaannya. 

7. Asas Keterbukaan (Transparancy) 

Berdasarkan “asas keterbukaan”, maka dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat 

transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat 

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. 

Kemudian, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang- 

undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan 

peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas: 

1. Asas Pengayoman 

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi 

muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan 

pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. 

2. Asas Kemanusiaan 

Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan 

penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga 

negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 

3. Asas Kebangsaan 

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi 

muatan peraturan perundang-undangan  harus  mencerminkan  sifat dan 

watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Asas Kekeluargaan 

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah  bahwa  setiap materi 

muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan 

keputusan. 



5. Asas Kenusantaraan 

Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh 

wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan 

yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity) 

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi 

muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan 

keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah 

serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

7. Asas Keadilan (Justice, Gerechtigheid) 

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi 

muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan 

secara proporsional bagi setiap warga negara. 

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan 

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan 

pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan 

berdasarkan latar belakang, antara  lain,  agama,  suku, ras, golongan, 

gender, atau status sosial. 

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (Rechtsorde en rechrs zekerheid) 

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah 

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat 

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian 

hukum. 

10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan. 

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” 

adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan 

harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara 

kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan perundang- 

undangan adalah untuk dapat melihat “benang merah” dari sistem hukum 

positif yang ditelusuri dan di teliti. Asas-asas hukum ini dapat dijadikan 

sebagai patokan bagi pembentukan undang-undang agar tidak melenceng dari 

cita hukum (rechtsidee) yang telah disepakati bersama. Namun secara teoritis  

asas-asas  hukum  bukanlah  aturan  hukum  (rechtsregel),  sebab  asas- asas 

hukum tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap suatu peristiwa 

konkrit dengan menganggapnya sebagai bagian dari norma hukum. 

 

Namun demikian, asas-asas hukum tetap diperlukan dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan karena hukum tidak akan dapat 

dimengerti tanpa asas-asas hukum.10 Sebagaimana halnya pembentukan 

produk hukum, maka hendaknya persoalan pengaturan mengenai Pedoman 

Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ditetapkan dalam 

bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Merangin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Suprin Na’a. 2003. Ruang Lingkup Muatan Materei (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana 
Unpad, hlm. 71. 

 
 
 
 
 
 



C. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan 

Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah. 

Dengan diberlakunya Peraturan Daerah tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini telah 

menimbulkan berbagai implikasi yang terjadi terhadap beberapa aspek, 

sebagai berikut: 

a. Aspek kehidupan masyarakat 

Dengan diberlakukannya peraturan daerah tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika ini akan membawa dampak adanya perubahan mindset atau 

pola pikir masyarakat sehingga diharapkan adanya peningkatan 

ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat Daerah Kabupaten 

Merangin sehingga terwujudnya lingkungan yang aman, nyaman dan 

sehat dalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah. 

Sebagai implementasi diberlakukannya peraturan daerah ini yaitu adanya 

pemberian peran yang besar kepada pemerintah daerah dalam 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika di masyarakat. Untuk melaksanakan 

peran tersebut pemerintah daerah perlu melakukan upaya Peningkatan 

koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan 

penetapan kebijakan tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

c. Aspek Keuangan Daerah. 

Dari aspek Keuangan Daerah, pemberlakukan peraturan daerah tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

membawa Implikasi terhadap Anggaran Pemerintah Daerah. Implikasi 

tersebut yaitu pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk 

program peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat melalui 

kegiatan-kegiatan sosialisasi Agar Peraturan Daerah ini nantinya dapat 

diberlakukan efektif di masyarakat. Selain itu juga adanya program 

pengawasan dan pembinaan dalam upaya Fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika secara terencana dan terpadu. 



BAB III 

 
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

DENGAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN FASILITASI PENCEGAHAN DAN 

PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP 

NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA 

 
Terkait dengan pengaturan Pedoman Penyelenggaraan Fasilitasi 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika, terdapat sejumlah Peraturan Perundang- 

undangan yang dapat dijadikan  pedoman  sebagai  landasan  hukum,  antara lain: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

Sebagai  landasan hukum atas pemberlakuan  otonomi   daerah, Pasal 

18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi 

itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan 

kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas perbantuan. Pemerintah daerah tersebut menjalankan otonomi seluas-

luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan 

sebagai urusan pemerintah pusat. 

Dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan tersebut, 

Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain Pasal 18 ayat (6) UUD ini disebut juga memberikan 

kewenangan atributif secara legitimasi kepada pemerintah daerah, termasuk 

Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam menyelenggarakan otonomi 

daerahnya. 

 

2. Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
 

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan 

masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 

telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas 

Undang-UndangNomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan 

terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana 

penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.  



Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur 

mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan 

kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. 

Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam 

masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama 

di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Bahwa 

dalam sejarah Undang-Undang yang mengatur tentang narkotika ini, sudah 

banyak mengalami perubahan, hal ini terjaminnya keadilan bagi setiap 

masyarakat dan kesejahteraan. Perubahan yang telah terjadi beberapa kali ini 

ialah dalam rangka mengikuti perkembangan zaman, seperti yang di jelaskan 

dalam pemaparan di latar belakang sebelumnya. Pendapat Van Savigny yang 

mengatakan bahwa hukum selalu berkembang sesuai dengan 

berkembangnya masyarakat. Undang-Undang Narkotika yang disahkan 

pada 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang 

semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk 

kejahatannya yang terorganisir. Namun secara substansial, Undang- 

Undang Narkotika yang baru tidak mengalami perubahan yang signifikan 

dibandingkan dengan Undang-Undang terdahulu. Kecuali penekanan pada 

ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan 

kewenangan BNN yang sangat besar11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11Periksa Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jika Dikaji Dari Penerapan 

Hukumnya, dalam http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=177, diakses Januari 2016. 

http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=177


Dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009, Narkotika digolongkanmenjadi 3 (tiga) golongan, antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam 

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 

ketergantungan. 

b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan 

sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 

dan/atau untuk tujuan p en ge mba n gan  i lmu pen geta huan serta 

mempunyai p otensi  t inggi  mengakibatkan ketergantungan. 

c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan 

banyak d i g u n a k a n     d a l a m      t e r a p i      d a n / a t a u      u n t u k t 

u j u a n p e n g e m b a n g a n i l m u pengetahuan serta mempunyai potensi 

ringan mengakibatkan ketergantungan. 

 
Selanjutnya dalam Pasal 54 diatur masalah Rehabilitasi, Pecandu 

Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial. Untuk dapat direhalibitasi ditentukan lebih 

lanjutnya dalam Pasal 55. 

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib 

melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau 

lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 

Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau 

dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, 

rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan 

dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan  wajib  lapor  sebagaimana  dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
 

Latar belakang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, 



ada 5 (lima) dasar pertimbangan  yaitu  pertama, kesehatan  adalah hak asasi 

dan salah satu unsur kesejahteraan. Kedua, prinsip kegiatan kesehatan yang 

nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Ketiga, kesehatan adalah 

investasi. Keempat, pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab 

pemerintah dan masyarakat. Kelima, Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 

tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan 

kebutuhan hukum dalam masyarakat. 

 

Latar belakang yang kedua,  pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945, 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan 

perdamaian abadi serta keadilan sosial. 

Untuk mencapai tujuan nasional, salah satunya diselenggarakan upaya 

pembangunan kesehatan berkesinambungan yang merupakan suatu 

rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. Kesehatan 

merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Hal ini menandakan bahwa adanya niat ingin melakukan perubahan 

paradigma, upaya pembangunan kesehatan yaitu dari paradigma sakit yang 

begitu kental pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 bergeser 

menjadi paradigma sehat. 

Berwawasan sehat, penyelenggaraan kesehatan yang “bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan  hidup  sehat bagi 

setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 

produktif secara sosial dan ekonomis”.12 Mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih 

baik dari sebelumnya. Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mungkin 

dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta 

kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat. Upaya kesehatan 

harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus agar 

masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam pembangunan dapat hidup 

produktif secara sosial dan ekonomis. 

 

12Pasal 3. 

 

Paradigma sehat yang “dibangun” dalam Undang-Undang Kesehatan 

berusaha dengan cara pandang kesehatan bukan sakit yang mengutamakan 

upaya mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan 



kuratif dan rehabilitative bukan pengobatan. Sehingga kesehatan dipandang 

sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia Indonesia. 

Sementara paradigm sakit selama ini, penyelenggara pelayanan kesehatan dan 

masyarakat berorientasi pada penyembuhan penyakit, sehingga sisi 

pencegahan, pendidikan diabaikan. 

 

Pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang ini diselenggarakan 

dengan berasaskan perkemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, 

penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan 

nondiskriminatif dan norma-norma agama: 

1. Asas perkemanusiaan yang berarti pembangunan kesehatan harus 

dilandasi atas perkemanusiaan yang  berdasarkan  pada  Ketuhanan Yang 

Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa. 

2. Asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus 

dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik  

dan mental, serta antara material dan sipiritual. asas manfaat berarti 

bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan perkehidupan  yang  sehat bagi 

setiap warga negara. 

3. Asas pelindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat 

memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan 

penerima pelayanan kesehatan. 

4. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa 

pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban 

masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum. 

5. Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat 

memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan 

masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. 

6. Asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan  kesehatan 

tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki- laki. 

7. Asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan 

dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut 

masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa 

penyelenggaraan kesehatan terutama menjadi tanggungjawab pemerintah 

dan pemerintah daerah sebagai pemangku kewenangan untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. Tanggung jawab ini diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 

20. 

 

 



Pasal 14 Undang-Undang Kesehatan menyatakan: 

(1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya 

kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. 

(2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikhususkan pada pelayanan publik. 

Pada prinsipnya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan 

dan pengawasan mutu tenaga kesehatan ditujukan kepada seluruh tenaga 

kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. 

Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan 

kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga 

kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan 

lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, dan 

tenaga kesehatan lainnya. 

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, 

tatanan, fasilitas kesehatan baik  fisik  maupun  sosial  bagi  masyarakat untuk 

mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.Pemerintah 

bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di  bidang  kesehatan yang 

adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Dalam Undang-Undang ini diatur hak dan kewajiban atas kesehatan. 

Hak dan kewajiban ini jelas merupakan perwujudan Pasal 28H UUD ayat (1) 

1945. Berkaitan dengan hak Pasal 4 sampai dengan Pasal 8. Pasal 4 

menegaskan, “setiap orang berhak atas kesehatan”. Hak atas kesehatan dalam 

pengertian luas yakni hak atas lingkungan yang sehat, seperti Pasal 6, “Setiap 

orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat 

kesehatan”. 

Kedua Pasal di atas sudah cukup menjadi jaminan bagi setiap orang 

dalam wilayah Indonesia untuk mendapat kesehatan. Selanjutnya, mengenai 

kewajiban ditegaskan Pasal 9: 

(1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya 

meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan 

pembangunan berwawasan kesehatan. 

Untuk mendukung pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban atas 

kesehatan pada ketentuan-ketentuan di atas, pemerintah memiliki 

tanggungjawab. Tanggungjawab tersebut diatur Pasal 15 UU ini, “Pemerintah 

bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan 

baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan 

yang setinggi-tingginya”. 



Upaya kesehatan dalam ketentuan Pasal 49 yang menegaskan: 

(1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat  bertanggung  jawab atas 

penyelenggaraan upaya kesehatan. 

(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, 

nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi. 

Penyelenggaraan kesehatan yang menjadi tanggungjawab 

pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat berbentuk 

peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Peningkatan kesehatan 

merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah 

daerah, dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui 

kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk 

menunjang tercapainya hidup sehat. 

 

Sedang pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang 

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk 

menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat 

penyakit. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin dan menyediakan 

fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan  kesehatan dan pencegahan 

penyakit. 

Termasuk urusan pencegahan penyakit yakni pengamanan 

penggunaan bahan yang mengadung adiktif. Zat adiktif adalah obat serta 

bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat 

menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi 

yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-

menerus. Jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar  biasa  atau rasa sakit 

luar biasa. Diantara zat yang bukan tergolong narkotika dan psikotropika 

tetapi menimbulkan ketagihan antara lain kopi,  minuman keras. Pasal 113 

Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa: 

(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan 

agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan  perseorangan, 

keluarga, masyarakat, dan lingkungan. 

Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

 
(2) tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas 

yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian 

bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. 

(3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat 

adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan. 

 
 
 
 



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan 

Asas peraturan perundang-undangan merupakan faktor penting 

dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan. Pentingnya asas peraturan 

perundang-undangan juga menyangkut persyaratan kualitas aturan hukum, 

sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi 

pencapaian tujuan pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Dalam 

pemerintahan daerah, Perda tidak dapat dipandang sebelah mata, ini 

dikarenakan Perda salah satu aturan yang dapat mengatur seluruh 

masyarakat agar berjalannya sebuah pemerintahan disuatu daerah. 

Hal ini sangat terlihat semenjak diberlakukannya otonomi daerah, 

karena arti penting dari otonomi daerah itu sendiri adalah kemandirian dan 

kebebasan ataupun sebuah keleluasaan. Dalam hal ini, daerah berhak dan 

mempunyai kewenangan mengurus urusan rumah tangga sendiri, dan berhak 

membuat produk hukum yang bisa digunakan untuk mengatur 

masyarakatnya, tetapi bukan dalam artian memerdekan daerah itu. 

Dalam hal pembentukan Perda, semua tekhnis dan aturan-aturan yang 

digunakan dalam pembuatan Perda telah diatur dalam  Undang- Undang 

Nomor 12 tahun 2011, khususnya dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa 

asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi: 

a. kejelasan tujuan; 

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 

d. dapat dilaksanakan; 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f. kejelasan rumusan; dan 

g. keterbukaan. 
 

Dalam hal pembentukan Perda, dalam hal ini Perda tentang cara 

legislasi daerah, maka Perda tersebut nantinya diharapkan akan menjadi 

pelaksanaan dari Undang-Undang terkait khususnya Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang- Undangan. 

Program legislasi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2011, penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan 

atas perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi, rencana 

pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan serta aspirasi masyarakat daerah. 

 

 

 



Menurut Pasal 138 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan, materi muatan perda 

mengandung asas: 

a. pengayoman; 

b. kemanusiaan ; 

c. kebangsaan; 

d. kekeluargaan; 

e. kenusantaraan; 

f. bhineka tunggal ika; 

g. keadilan; 

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 
 

Sementara dalam Pasal 139 dinyatakan pula bahwa masyarakat berhak 

memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka  penyiapan 

atau pembahasan dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada 

Peraturan Perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir  dengan  Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23  Tahun  2014  

tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  

2015  Nomor  58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan  

 

 

 

 



Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah  dalam 

menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi 

masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. 

Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas 

yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang 

ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki 

peraturan perundang-undangan. 

Hal ini termaktud dalam beberapa ketentuan yang diatur dalam batang 

tubuh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

yang mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak 

boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam 

kaidah penyusunan Perda. 

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan 

Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung 

jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka 

konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan 

Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan 

Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada 

Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi 

Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Presiden 

melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah 

Pusat di Daerah. 

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam 

pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan 

keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada 

Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan 

keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri 

bersifat final. 

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap 

Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih 

dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian,  

 

 

 



sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor 

register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang 

dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional. 

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri 

atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan 

kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan   Pemerintahan 

yang diserahkan kepada Daerah. 

Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan 

sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai 

fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala 

daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. 

Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh 

Perangkat Daerah. 

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, 

tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang- 

undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan 

guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi. 

 

 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211); 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan 

Wajib Lapor Pecandu Narkotika merupakan peraturan pelaksana dari Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Peraturan 

Pemerintah ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu 

narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua 

atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi 

penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau 

perawatan melalui rehabilitasi medis dan  rehabilitasi sosial. 

 

 

 



2. Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, 

rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga 

rehabilitasi sosial yang ditunjuk Pemerintah. Pecandu Narkotika adalah 

orang yang menggunakan atau  menyalahgunakan Narkotika dan dalam 

keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis... 

3. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja 

menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu,dipaksa, 

dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. 

4. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan 

untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran  yang 

meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila 

penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba 

menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. 

5. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara 

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. 

6. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara 

terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu 

Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 
Adapun tujuan pengaturan Wajib Lapor Pecandu Narkotika adalah (a) 

memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan 

dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;(b) 

mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam 

meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di 

bawah pengawasan dan bimbingannya; dan (c) memberikan bahan 

informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika.(Pasal 2) .Wajib Lapor dilakukan oleh(a) a. orang tua atau wali  

Pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan (b) Pecandu Narkotika yang 

sudah cukup umur atau keluarganya. 

Selain itu ditentukan pula tentang Institusi Penerima Wajib Lapor: 

1. Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib 

Lapor. 

2. Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi 

medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri. 

 

 

 

 

 



3. Lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor 

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang sosial. 

 

Kemudian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011 tentang 

Institusi Penerima Wajib Lapor, dengan tugas: 

a. menerima pelaporan pecandu narkotika ; 

b. melakukan pendataan pecandu narkotika; 

c. melakukan assesmen terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui 

kondisi pencandu narkotika ; 

d. melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna 

kepentingan pemulihan pecandu narkotika berdasarkan rencana 

rehalibitasi atau melakukan rujukan kepada institusi yang memiliki 

kemampuan; 

e. melaporkan informasi pecandu narkotika kepada kementerian terkaiat; 

dan 

f. melaksanakan tugas atau kewajiban lainnya sesuai ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksana wajib lapor pecandu 

narkotika. 

 

 

 

 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019  

tentang  Fasilitasi  Pencegahan  dan  Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap  Narkotika  dan  Prekusor Narkotika; 

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud 

dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman  atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

Sedangkan pengertian Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau 

bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika. 

Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,  

gubernur, bupati/wali kota, dan camat  menyusun  rencana  aksi  daerah yang 

dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan rencana aksi daerah berpedoman 

pada format rencana aksi daerah. Rencana aksi daerah disampaikan kepada 

Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. 



Selanjutnya untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan  

pemberantasan penyalahgunaan dan  Peredaran   Gelap   Narkotika dan 

Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. 

Dalam hal monitoring, Bupati/wali kota melakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi  daerah  di daerah 

kabupaten/kota. Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 

terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan Desa/Kelurahan. 

Selanjutnya dalam hal pengawasan, secara berjenjang Gubernur 

melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

lingkup daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri. Bupati/wali kota 

melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

lingkup daerah kabupaten/kota kepada gubernur.  

 

 

Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Bupati/wali kota melalui 

badan/kantor kesatuan bangsa dan politik. Selanjutnya Kepala desa/lurah 

melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan  pemberantasan  

penyalahgunaan  dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di 

Desa/Kelurahan kepada Bupati/wali kota melalui camat. 

 

 

BAB IV 
 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 

 

 
A. Landasan Filosofis 

 

Pembentukan Peraturan daerah Kabupaten Merangin tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika bertujuan mewujudkan masyarakat Kabupaten Merangin             yang 

sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

 



Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Merangin sebagai salah satu 

modal pembangunan  perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-

menerus, termasuk derajat                           kesehatannya. Sejalan dengan Visi Pemerintah 

Kabupaten Merangin yakni “Merangin Mantap 2023 Unggul Di Bidang 

Pertanian dan Pariwisata” dan salah satu misinya yakni Mengembangkan 

Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing. Untuk meningkatkan 

sumberdaya manusia Kabupaten Merangin perlu dilakukan upaya 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan melalui 

pengendalian dan pengawasan. Narkotika di satu sisi merupakan obat 

atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan 

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sementara disisi lain 

dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila 

disalahgunakan. 

 

B. Landasan Sosiologis 

 
Secara sosiologis Peraturan daerah tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika sangat dibutuhkan di Kabupaten Merangin dalam rangka 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat sangat dibutuhkan 

dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan 

kewenangannya. Hal ini didasarkan pada tingginya kasus Penyalahgunaan 

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Ini  terungkap  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Kepala 
 

berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional Republik 
 

 

 

 

 

 

populasi umum berjumlah 9.040 orang.13 

 
 
 
 

BNNP  Provinsi  Jambi  Brigjen  Pol  Drs.  Heru  Pranoto,  M.S.i  bahwa 

Indonesia  pada  tahun  2017  jumlah   penyalahgunaan  Narkoba  di 

Indonesia  berjumlah  3.376.115  orang  yang  terdiri  dari  59%  dari 

lingkungan  pekerjaan,  24%  dari  Lingkungan  pendidikan,  dan  17% 

dari populasi umum. Provinsi Jambi sendiri jumlah penyalahgunaan 

Narkoba berjumlah 53.177 orang, dengan rincian 31.374 orang dari 

lingkungan pekerjaan, 12.763 orang dari lingkungan pendidikan, dan 



 

C. Landasan Yuridis 

 
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah 

berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan- peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka  

sistem  hukum  nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah 

untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda 

diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah 

di daerah. 

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika, Kabupaten Merangin melalui 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Media Onine Rakyat Jambi, Disampaikan pada acara Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 

6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Sosial P4GN, diakses tanggal 10 Oktober 2018 



BAB V 

 
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN 

PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA 

 
 

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 

Upaya Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika ini adalah dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika di Kabupaten Merangin. 

Prespektif yang di coba untuk dibangun dan dikembangkan dalam 

hal Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah bahwa melalui 

pengaturan ini ke depan harus dapat menjawab tentang paradigma yang 

menjadi dasar pengaturan mengenai Fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika yaitu memberikan dasar menuju kemandirian bidang 

ketentraman masyarakat di Kabupaten Merangin. 

Peraturan daerah ini nantinya diharapkan dapat menjadi dasar 

hukum dengan memberikan kepastian hukum (legal certainty) dari 

kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Merangin. Hal ini dalam rangka mewujudkan dan menjamin 

terselenggarannya kenyamanan masyarakat melalui pengaturan mengenai 

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar terpeliharanya 

lingkungan yang  sehat,  bersih,  aman dan sejahtera sehingga mampu 

menopang kemandirian dan kemajuan daerah. 

Selanjutnya norma yang belaku terhadap ketentuan umum ini dapat 

dijumpai dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni: 

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Merangin. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin. 

 

 



5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah. 

6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi 

bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah. 

7. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat 

BNNK merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang 

melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika 

Nasional dalam Wilayah Kabupaten. 

8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut 

dengan KESBANGPOL adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Merangin. 

9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Merangin. 

10. Narkotika adalah zat atau obat yang  berasal  dari  tanaman atau 

bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-

golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan 

kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang 

dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009. 

12. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan 

narkotika yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan 

melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan. 

13. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa 

hak atau melawan hukum. 

14. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk 

menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran 

meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila 

penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba- tiba, 

menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. 

15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau 

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan 

pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 

16. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang 

ditunjukkan untuk menghindarkan masyarakat dari 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 

17. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian 

kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka 

perdagangan, buka perdagangan maupun pemindahtanganan. 

18. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau 

melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana 

Narkotika. 

19. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan 

pada penyalahgunaan/pecandu narkotika melalui       rehabilitasi 

serta pembinaan dan pengawasan. 

 



20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara 

terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan 

narkotika. 

21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara 

terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu 

narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam 

kehidupan masyarakat. 

22. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL 

adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau 

lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk 

oleh Pemerintah. 

23. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh 

pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, 

dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum 

cukup umur. 

24. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan 

informal pada semua jenjang. 

25. Rumah kos/tempat pemondokan yang selanjutnya disebut 

pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk 

tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau 

beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, 

tidak termasuk tempat tinggal, usaha hotel dan penginapan. 

26. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, 

yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan 

peraturan tertentu yang bersifat sosial diseluruh wilayah 

Kabupaten Merangin. 

27. Tempat usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, 

ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang      terbuka dan 

ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan 

diseluruh wilayah Kabupaten Merangin. 

28. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi 

orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, 

dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk 

bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak 

yang sama, kecuali  untuk pertokoan dan perkantoran diseluruh 

wilayah Kabupaten Merangin. 

29. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang 

didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah 

kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten 

Merangin. 

30. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang 

dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media 

massa cetak, media massa elektronik dan media sosial. 

31. Anak didik adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun yang masih mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal 

maupun pendidikan informal pada jenjang pendidikan dan jenis 

pendidikan tertentu. 

32. Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut 

Penyidik BNN adalah Pegawai BNN yang diberikan   kewenangan 

untuk melakukan Penyelidikan dan penyidikan terhadap 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 

Narkotika. 



B. RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN YANG DIATUR 

Materi Pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah  

tentang Pedoman Penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika ini adalah mengatur mengenai semua hal tentang 

menyangkut Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Asas penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika meliputi keagamaan, kemanusiaan, kesehatan, 

perlindungan; keamanan, keadilan, pengayoman, ketertiban, nilai-nilai 

ilmiah, kepastian hukum, kemitraan, dan kearifan lokal. 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk 

mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya penanggulangan 

terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika  agar dapat 

terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan 

berkelanjutan. 

Selanjutnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, membangun 

partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya penanggulangan 

terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan 

menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat 

memperlancar pelaksanaan penanggulangan terhadap penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi 

antisipasi dini, pencegahan, penanganan, pelaporan, monitoring dan 

evaluasi, pasca rehabilitasi, partisipasi masyarakat, pembinaan dan 

pengawasan, dan pendanaan. 

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini 

terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan  Pencegahan dan 

penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Antisipasi dini meliputi upaya: 

a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika 

dan Prekursor Narkotika ditempat yang mudah dibaca di lingkungan 

Instansi Pemerintah, satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, 

hotel/penginapan, tempat hiburan dan tempat- tempat public/umum 

lainnya; 

b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai 

bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

 

 

 



c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan 

diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, 

menggunakan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, 

Hotel/Penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya; 

d. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan keluarga dan satuan 

pendidikan; dan 

e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi 

dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika. 

Pemerintah      Kabupaten      Merangin dan masyarakat 

melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika. Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika meliputi pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan 

pencegahan tersier. 

Pencegahan primer merupakan upaya untuk mencegah seseorang 

menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Pencegahan Primer dapat dilakukan melalui pencegahan 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sejak dini, diseminasi 

informasi pengaruh penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, 

dan advokasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan. 

keagamaan dan kelompok rentan. 

Pencegahan sekunder merupakan upaya yang dilakukan terhadap 

pengguna agar lepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. Upaya pencegahan sekunder dilaksanakan dengan metode, teknik 

dan pendekatan secara profesional. 

Selanjutnya Pencegahan Tersier merupakan upaya pencegahan 

terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali 

ketergantungan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah 

menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Upaya pencegahan tersier 

dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional. 

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui keluarga, lingkungan 

masyarakat, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, instansi 

pemerintah daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD, badan usaha, 

tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau 

asrama, media massa, dan tempat ibadah. 

 



Pencegahan melalui keluarga dilakukan dengan memberi pendidikan 

keagamaan, meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, 

khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu 

rumah, melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar 

mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, memberikan edukasi 

dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan membawa 

pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika ke IPWL. 

Pencegahan melalui lingkungan masyarakat dilakukan dengan cara 

memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan 

pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Unsur-Unsur masyarakat adalah Ketua Rukun Tetangga (RT), Tokoh Agama, 

Lembaga Adat Melayu Jambi tingkat kelurahan , Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM), Tokoh Lintas Etnis, Suku dan Ras, Tokoh Masyarakat. 

Kegiatan pencegahan dapat dilakukan dengan cara membentuk Tim 

penanggulangan bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis 

masyarakat. Selanjutnya melakukan pendataan dan penataan tempat 

Kos/Kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika, membawa pecandu Narkotika dan 

Prekursor Narkotika ke IPWL. 

Terakhir yakni dengan melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat 

kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika 

dan Prekursor Narkotika. 

Pencegahan melalui satuan pendidikan dilakukan dengan cara: 
 

a. mengintegrasikan pengenalan Narkotika dan Prekursor Narkotika 

kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang 

Pendidikan formal dan non formal; 

b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika 

dan psikotropika di satuan pendidikan masing-masing; 

c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi  dini bagi 

siswa/siswi yang terindikasi menggunakan zat adiktif; 

d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melibatkan langsung antara 

lain aparat Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, SKPD, Organisasi 

Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; 

e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan 

mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing; 



f. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi Narkotika dan 

Prekursor Narkotika pada satuan pendidikan masing-masing; 

g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar 

mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang 

memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh peserta didik 

di lingkungan satuan pendidikan; 

j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak 

yang berwenang; dan 

k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika 

terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di 

lingkungan satuan pendidikannya. 

 
OPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang 

pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran 

informasi dan pemberian edukasi di satuan pendidikan sesuai dengan 

kewenangannya. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan 

dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika di lingkungan satuan pendidikan dapat mengikutsertakan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 

Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian 

edukasi dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di 

satuan pendidikan. Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab 

satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin 

kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Apabila peserta didik terlibat penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi berupa 

pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan 

peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau 

rehabilitasi. Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program 

pendampingan dan/atau rehabilitasi satuan pendidikan dapat menerima 

kembali peserta didik tersebut. 

 

 



Apabila peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan dapat 

memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar 

dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh 

pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman satuan pendidikan dapat 

menerima kembali peserta didik tersebut. 

Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan 

dapat dilakukan dengan ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran 

informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika dan menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan 

peredaran penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah 

masing-masing. Peran serta organisasi kemasyarakatan dapat dilakukan 

secara mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten 

Merangin serta pihak swasta. Setiap anggota organisasi kemasyarakatan 

wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila 

mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika dilingkungannya. 

Instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah dan 

DPRD berkewajiban untuk komitmen dalam melakukan upaya pencegahan 

dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika dan mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi 

di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan 

kewenangannya. 

Setiap pimpinan instansi pemerintah daerah dan lembaga 

pemerintah di daerah wajib melakukan upaya pencegahan dan 

penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya 

agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika. 

Pengawasan terhadap lingkungan kerja dilakukan antara lain dengan 

cara meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk 

menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang 

menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi pegawai. 

 

 

 

 

 



Selanjutnya ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan 

penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika secara sendiri atau bekerja sama dengan 

dinas/lembaga terkait. Kemudian memasang papan pengumuman 

larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat 

yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya, melaporkan adanya indikasi 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di 

lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang, dan melaksanakan tes 

Narkotika dan Prekursor Narkotika sewaktu-waktu. 

Pemerintah Kabupaten Merangin dapat menetapkan persyaratan 

dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak tetap 

antara lain memiliki surat keterangan bebas Narkotika dan Prekursor 

Narkotika dari rumah sakit milik pemerintah daerah, menandatangani surat 

pernyataan di atas kertas bermaterai yang meyatakan tidak akan 

mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri 

Sipil, dan melaksanakan tes Narkotika dan Prekursor Narkotika sewaktu-

waktu. 

Pimpinan DPRD berhak dan bertanggung jawab melakukan upaya 

pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan 

kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

Pengawasan dilakukan dengan cara: 
 

a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani 

surat pernyataan diatas bermeterai yang menyatakan tidak akan 

mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD; 

b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar 

mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika 

dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan 

kerjanya; 

d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; 

dan 

e. melaksanakan tes Narkotika dan Prekursor Narkotika sewaktu- waktu. 

 

 

 



Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan 

tempat hiburan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha 

yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika antara lain: 

a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di 

atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan 

dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika 

selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, 

hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya; 

b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar 

mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika 

secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait; 

c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika 

dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan 

kerjanya; 

d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; 

dan 

e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam 

hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di 

lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat 

hiburan miliknya. 

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama berkewajiban 

melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang 

dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika dengan cara: 

a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan pemondokan dan/atau 

asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca; 

b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar 

mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang 

dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas 

bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau 

menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama 

menghuni pemondokan; 

d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau 

asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan 

 

 



e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika 

terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di 

lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya. 

 
Media Massa di Daerah berhak dan bertanggung jawab untuk 

berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika antara lain 

melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, menolak pemberitaan, 

artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika 

dan Prekursor Narkotika, dan melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan 

dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Pencegahan melalui tempat ibadah dilaksanakan melalui: 

menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan 

menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, membuat 

pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

Selanjutnya menempatkan pengumuman dimaksud di tempat yang 

mudah dibaca, dan memasukkan unsur Narkotika dan Prekursor Narkotika 

dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya. 

Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika yang sudah 

cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu 

narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL. 

IPWL harus memenuhi persyaratan ketenagaan yang memiliki 

keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkotika dan sarana 

yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi 

sosial. 

Persyaratan ketenagaan paling kurang memiliki pengetahuan dasar 

ketergantungan narkotika, keterampilan melakukan assessment 

ketergantungan narkotika, keterampilan melakukan konseling dasar 

ketergantungan narkotika, dan pengetahuan penatalaksanaan terapi 

rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan. Pecandu 

narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi 

kartu lapor diri setelah menjalani asesmen. Kartu lapor diri berlaku untuk 2 

(dua) kali masa perawatan. 

 

 

 



Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan 

pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas 

permintaan pecandu narkotika, orangtua, wali atau keluarganya, IPWL harus 

melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan. 

Pecandu narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di 

rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri 

kepada IPWL. 

IPWL wajib melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika untuk 

mengetahui kondisi pecandu narkotika. Asesmen meliputi aspek medis dan 

aspek sosial. Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial dilakukan dengan 

cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap 

pecandu narkotika. Wawancara meliputi riwayat kesehatan, riwayat 

penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat 

keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat 

keluarga dan sosial pecandu narkotika. Selanjutnya Observasi meliputi 

observasi atas perilaku pecandu narkotika. 

Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan 

perilaku pecandu narkotika. Hasil asesmen ini bersifat rahasia dan 

merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika 

yang bersangkutan. 

Kerahasiaan hasil asesmen dilaksanakan sesuai dengan  ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Rencana rehabilitasi disepakati oleh 

pecandu narkotika, orangtua/wali/keluarga pecandu narkotika dan 

pimpinan IPWL. 

Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi. Rehabilitasi yang dilakukan 

meliputi upaya tindakan medik untuk melepaskan pengguna Narkotika dan 

Prekursor Narkotika dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. Selanjutnya tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari 

kelebihan dosis dan gejala putus zat, tindakan untuk mengatasi 

keracunan/intokdikasi akut dari Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan 

tindakan pascadetoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara 

fisik, mental maupun sosial. Guna melaksanakan Rehabilitasi Pemerintah 

Daerah dan Instansi terkait dapat melakukan upaya sebagai berikut: 

a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor 

guna mendapatkan rehabilitasi; 

b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika 

dan Prekursor Narkotika; 

c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 



sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 

d. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, korban 

penyalahgunaan, dan pencandu Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan 

informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapinya 

dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada 

lembaga rehabilitasi medis dan/atau  rehabilitasi sosial setelah menjalani 

proses asesmen. 

Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial ditetapkan  sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengguna/pecandu yang tersangkut masalah hukum dapat 

menunjukan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib untuk segera 

dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan 

kartu lapor diri tersebut. Kartu lapor diri hanya berlaku untuk 2 (dua) kali 

tertangkap. Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi 

sosial bagi pengguna/pecandu narkotika yang tersangkut masalah hukum 

diperintahkan berdasarkan Putusan Pengadilan jika pecandu narkotika 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan Penetapan 

Pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana narkotika. 

Pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat 

ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. 

Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial 

merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai 

dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim 

Asesmen Terpadu. 

Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun 

standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan 

jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan 

pedoman penatalaksanaan rehabilitasi. 

Penyelenggara program rehabilitasi wajib melakukan pencatatan 

pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen 

rekam medis. Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis 

bersifat rahasia. 

Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

 

 



IPWL wajib melaporkan data/informasi pecandu narkotika setiap 

bulan kepada Bupati melalui Organisasi yang melaksanakan fungsi dibidang 

Kesehatan dan Organisasi yang melaksanakan fungsi dibidang Sosial yang 

merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL. 

Pelaporan data/informasi pecandu narkotika disampaikan dengan 

cara IPWL yang berada di wilayah Kabupaten memberikan laporan kepada 

Organisasi yang melaksanakan fungsi dibidang Kesehatan untuk rehabilitasi 

medik dan Organisasi yang melaksanakan fungsi dibidang Sosial untuk 

rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disampaikan ke BNN 

Kabupaten. Dalam rangka monitoring dan evaluasi Bupati dapat membentuk 

tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib lapor. Kegiatan 

pelaksanaan wajib lapor meliputi penerapan prosedur wajib lapor, cakupan 

proses wajib lapor, tantangan dan hambatan  proses  wajib lapor, kualitas 

layanan IPWL, jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi, 

dan jumlah prevalensi pecandu dan peyalahgunaan narkoba. 

Terhadap pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah 

selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta 

pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat. 

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan Bupati melalui OPD terkait. Dalam 

rangka pembinaan dan pengawasan Bupati dapat membentuk tim pelaksana 

pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh BNN dan beranggotakan 

OPD terkait. Tim ini bertanggungjawab kepada Bupati. 

Pembinaan dan pengawasan dimaksudkan untuk memotivasi 

pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan 

kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik. Dalam rangka 

mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi kepada pecandu pasca rehabilitasi 

dapat dilakukan pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja, 

pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya, dan kohesi 

sosial. 

Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja dilaksanakan oleh 

OPD yang membidangi tenaga kerja. Pemberian rekomendasi untuk 

melanjutkan pendidikan dilaksanakan oleh OPD yang membidangi 

pendidikan. Kohesi sosial dilaksanakan oleh OPD yang membidangi sosial. 

Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya 

pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika serta prekursor narkotika. Hak dan tanggungjawab 

masyarakat diwujudkan dalam bentuk: 

a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya 

dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta 

prekursor narkotika; 



b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan 

informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan 

Prekursor Narkotika serta prekursor narkotika; 

c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada 

penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana 

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta prekursor narkotika; 

d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada 

penegak hukum atau BNN; 

e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan 

melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan 

f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN apabila 

mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika serta prekursor narkotika. 

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan     pencegahan     dan     penanggulangan terhadap 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan 

kewenangannya masing-masing. 

Selanjutnya Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan 

terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah 

Daerah dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, 

tempat Narkotika dan Prekursor Narkotika usaha, hotel/penginapan dan 

tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak 

memenuhi kewajibannya. Tindakan administratif berupa teguran lisan, 

teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, dan 

pencabutan izin usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI  

PENUTUP 

 
 
 

A. Simpulan 

 
Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan 

dan peredaran gelap narkotika di Indonesia memerlukan upaya penanganan 

yang komprehensip dan multidimensional agar tercapai hasil yang 

maksimal, dan upaya pemberantasannyapun harus dilaksanakan secara 

bertahap, konsisten, dan terus-menerus berkesinambunga. Bahwa 

perkembangan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan 

ancaman strategis bagi kelangsungan pertumbuhan kehidupan bangsa 

dan negara. 

Upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekusor narkotika perlu dilakukan secara komprehensif,  

multi dimensi, dan terkoordinasi dengan melibatkan Pemerintah dan 

seluruh unsur lapisan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih, sehat berwibawa, dan 

demokratis tidak saja dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai 

kemampuan profesionalisme dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan 

tugasnya, tetapi juga bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika dan prekusor narkotika. 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang disampaikan 
sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengkajian yang dituangkan dalam Naskah 

Akademik tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap 

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ini dipandang perlu 

untuk menuangkannya dalam suatu perangkat peraturan perundang-

undangan yaitu peraturan daerah. Dikarenakan peraturan daerah 

tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan bagian dari 

penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang 

diberikan oleh peraturan perundang- undangan. 

 

 

 



 

2. Mengingat sifatnya yang urgen, terutama menyangkut penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, Peraturan Daerah tentang pencegahan dan 

penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika perlu mendapat prioritas dalam penyusunannya. 

 

3. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan 

penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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